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TENTANG

PENERAPAN SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN

BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR I{EPADA

PERUSAHAAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

Menimbang '. a

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa diperlukan optimalisasi pelayanan dan pengawasan kepada

perusahaan hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi melalui

penerapan sistem otomasi fasilitas kepabeanan atas pemberian

pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak daleLm rangka

impor;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan r.rji cobzi

sistem otomasi fasilitas kepabeanan telah dapat berjalan dengan baik

sehingga perlu ditetapkan penerapannya pada seluruh perusaha:tt-t

hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud percla

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jender:rl Bcit

dan Cukai tentang Penerapan Sistem Otomasi Farsilitas liepeibcanarr-t

Dalam Rangka Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipur.rgr-tt

Pajak Dalam Rangka Impor Kepada Perusahaan Hulu Minverk Dern

Gas Bumi Serta Panas Bumi;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Keperbeanarr-r

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahltn

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor cJ3.

Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4661).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tent.ulg

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Ticlak

Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Harsil

(Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas bumi Bumil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMIi.01.O I2OOS ter-ltatng

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk liegiatair-r

Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunl'a

Undang-Undang Nomor 27 Talnun 2OO3 tentang Panas Bumi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.Oll l2OO7 tentarrlg

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatarr Us:lh:t

Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;

Keputusan Menteri Iieuangan Nomor 231/liMIi.O3l2OOl tentang

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak Penjualar-r atas Bararlg

Mewah atas Impor Barang Kena Pajak )'ang Dibebask:rn clerri

Pungutan Bea Masuk yang beberapa kali diubah terakhir clengztt-t

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.0Il l2O13;

Mengingat l.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG

PENERAPAN SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN DALAM

RANGKA PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAI{ DIPUN(}UT

PAJAK DALAM RANGI{A IMPOR BAGI PERUSAHAAN HULU MINYAI{ DAN

GAS BUMI SERTA PANAS BUMI.

b.

a

J.

4.

5.

Menetapkan
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Pasal I

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan adalah sistem aplikasi berbasis
komputer yang memproses transaksi secara terintegrasi deng:rtr

perangkat komunikasi data yang dilakukan c.rleh pihak-pil-rak

pengguna aplikasi yang terkait dalam pengelolaan fersilitas

kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Portal Pengguna Jasa adalah pintu gerbang sistem informarsi

elektronik untuk pengajuan permohonan untuk mendapatkan firsiliters

kepabeanan melalui larnan (website) resmi Direktorat Jenderal Bezr

dan Cukai dengan alamat http:/ /www.beacukai.go.id.

3. Bukti Penerimaan Permohonan adalah tanda terima -\'ang diterl:itktrn
oleh Sistem C)tomasi Fasilitas Kepabeanan sebagar bukti tcl:rl-r

diterimanya pengajuan permohonan, ltzrik dalam bentuk cetakatn

(hardcopg) maupun secara elektronik (soJtcopyl dan sekaligus scbagati

nomor agenda yang dikeluarkan oleh Pejabat Penerima Dokumen

untuk administrasi pencatatan permohonan fasilitas kepabe:rnan.

4. Perusahaan adalah perusahaan hulu minyak dan gas bumi serta

panas bumi.

5. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mer,"'ah(PPN

dan PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 impor (PPh).

Pasal 2

Penerapan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan dalam rangka

pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka

Impor bagi Perusahaan dilakukan atas fasilitas berdasarkan:

a. Peraturan Menteri I(euangan Nomor 20/PMK.OIOI2OOS tentarng

Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak

Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Itontrak Bagi Hasil
(Proauction Sharing Contractsl Minyak Dan Gas Bumt;

b. Peraturan Menteri lieuangan Nomor 78/ PMIi.O lO l2OO5 tentallg
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Iiegi:ttar-t

Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berl:rkunr':i

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO3;

c. Peraturan Menteri Iieuangan Nomor 177 lPMK.Olll2OOT tentan!a

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatar-r Usahar

Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi; dan/atau

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23i/KMK.O3l2OOl tentartrg

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Berrang

Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskar-r Dtrri

Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan
70i PMK.O rr l2013.

Menteri Iieuangan Nomor

Pasal 3

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atalt ticlak

dipungut Pajak Dalam Rangka Impor, Perusahaan r','ajib mengisi clan

menyampaikan permohonan melalui Portal Pengguna Jasa.

Selain menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada a1'at

(1), Perusahaan harus menyampaikan lampiran permohonan

pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam

Rangka Impor sesuai dengan permohonan -vang diajul<:rn.

sebagaimana diatur dalam:

(1)

(21



(3)

(41

(s)

(1)

(21

(1)

(21

(3)

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.0l0/2005 renreing
Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidzrl<

Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hersrl

(Production ShcLring Contrctctsl Minyak Dan Gas bumr Bumil

b. Peraturan Menteri Iieuangan Nomor 177 IPMK.OIII2OOT tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Ur-rtuk Iiegiatan Usahar

Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi; atau

c. Peraturan Menteri l(euangan Nomor 78/PMK.OlOl2OOS ter-rtang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Iiegiertan
Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelr-rm

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003,

dalam bentuk data elektronik (softcopgl melalui Portal Pengguna J:rser.

Atas penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada a.r'at (1)

dan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada a,\'at (2).

Perusahaan menerima respon berupa Bukti Pengiriman Isiar-r (BPI)

yang dikirim secara elektronik melalui Portal Pengguna Jasa.

Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ay'at ( I ) ditetapkan
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Format Bukti Pengiriman Isian (BPI) sebagaimar-ra dimaksr-rd petda

ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian ticlak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Berdasarkan penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (l) dan lampiran permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21, Pejabat Pemeriksa melakukar-r

penelitian pengisian data permohonan dan kelengkapan lampiran
permohonan.

Dalam hal hasil penelitian terdapat kesalahan pengisian clarter

permohonan atau lampiran permohonan tidak lengkap, Pe1:rltat

Pemeriksa memberitahukan kepada Perusahaan secara elektronik
melalui Portal Pengguna Jasa untuk melakukan perbaikan pengisiern

data permohonan atau melengkapi lampiran permohonan.

Dalam hal hasil penelitian atas pengisian data permohonan telah

sesuai dan lampiran permohonan dalam bentuk data elektronik
(softcopy) diterima lengkap, Pejabat Pemeriksa memberitahukan
kepada Perusahaan secara elektronik melalui Portal Pengguna Jasa
untuk mengirimkan berkas permohonan berupa cetakan (hardcopy)

yang meliputi permohonan dan lampiran permohonan sebagaimatra

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) serta Bukti Pengiriman Isian (BPI)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Atas pemberitahuan permintaan berkas permohonan sebageiimittr:t

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan menvampaikan bcrkas
permohonan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan melalni Pcj:rbat

Penerima Dokumen.

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada a-r'at (l )

telah diterima, Sistem Otomasi Fasilitas I{epabeanan menerbitkern

respon penerimaan permohonan secara elektronik melaltri Portarl

Pengguna Jasa dan mencetak Bukti Penerimaan Permohollan.

Pejabat Penerima Dokumen menandatangani dan mc'n-\':rmpaikztt-t

Bukti Penerimaan Permohonan kepada Perusahaan.
(3)
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(a) Bukti Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ar.r,at (3)

merupakan awal penghitungan janji la-vanan '"vaktu pe ncrbitan
keputusan mengenai pemberian pembebasan bea masuk darr/atar-r
tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(5) Janji layanan sebagaimana dimaksud pada a-vat (4) unruk
pembebasan bea masuk dan/atar,r tidak dipungut Pajal< Dalam
Rangka Impor berdasarkan:

a. Peraturan Menteri Iieuangan Nomor 20/PMIi.Orol2oos rerltang
Pembebasan Bea. Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak
Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan liontrak Bagi Hasil
(Production Shann(t Contractsl Min-vak Dan Gas Bumi adalzrh 5
(lima) hari kerja;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.0rol2oos renr:rn!{
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Iiegiatan
Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebeir_rm

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO3 adalah 5 (lima)
hari kerja; atau

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I77 IPMK.OILI2OOT tenrang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha
Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi adalah 14 (empat
belas) hari.

(6) Format Bukti Penerir.raan Permohonan sebagaimana dimaksud perda

ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran III -vang merupakan bagiar-r tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Pejabat Pemeriksa meneliti kesesuaian data antara berkas
permohonan yang dikirim secara elektronik dengan berkas
permohonan yang dikirim dalam bentuk cetakan (hardcopy)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemenuhan persvaratzrrl
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 eryat (2).

Berdasarkan penelitian sebagaimanar dimaksud pada a-vat (1) clr.rlam

hal ditemukan kesalahan atau kekurangan data/dokr:men
tambahan, Direktur Fasilitas Iiepabeanan atau Pejab:rt ,\.eing
ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pcrusahaar-t

untuk diperbaiki.

Format surat pengembalian berkas permohonan sebagerimeutat

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran IV .\'?urg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dircktr,rr-
Jenderal ini.

Pasal 7

Dalam hal hasil penelitiar-r sebagaimana dimaksud dalam Pasi,rl 6
ayat (1) dinvatakan berkas permohonan tidak disetujui, Direktur
Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat penolakan dengan clisertai
alasan penolakan.

Dalam hal hasil penelitian berkas permohonan sebagaimann
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) disetujui, Direkttrr Farsilite,rs

Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan
Menteri I(euangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Pengiriman surat penolakan sebagaimana dimaksud pada avat ( 1)

dan Keputusan Menteri keuangan sebagaimana dimaksud pacla at-r':rt

(2) dapat dilakukan secara elektronik melalui portal penggunzr jasat.

(1)

(2)

(3)

(l)

(21

(3)
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Salinan sesuai dengan aslinya,
orat Jenderal

Pasal 8

Dalam hal Portal Pengguna Jasa dan/atau Sistem Otomasi Fasilitas
Kepabeanan mengalami masalah gangguan operasional sehir-rgga
permohonan tidak dapat dilakukan atau diproses secara elektronik,
Direktur Fasilitas Kepabeanan dapat menetapkan pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan
secara manual.

Pasal 9

Dalam hal Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan telah terhubung clengan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pen.r'ampaiar-r
Rencana Impor Barang (RIB) dari Kementerian Energi dan Sumber Da-r-ar

Mineral (ESDM) dan pengajuan berkas permohonan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan secara elektronik dan clalam
bentuk tanpa cetakan Qtcrperlessl.

Pasal l0

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelarh 60 (enarm plrlr-rh)
hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 0B Agustus 2014

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUITAI.

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

renwYYnI\wtru
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KOP SURAT

Nomor :....... ....(1).
Lampiran
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk

dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

Yth. Direktur Fasilitas Kepabea.nan
Direktorat Jenderal Bea danCukai
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipr:ngtrt
Pajak Dalam Rangka Impor dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan
2. NPWP

3. Alamat
4. Nomor RIB
5. Tanggal RIB
6. Nilai barang
7. Status barang
8. Pelabuhan pemasukan
9. Lokasi penggunaan
10. Tujuan penggunaan
1 1. Kantor Pabean

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembebasan Bea Masuk dan/atar-r Ticlzrl<

Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor ini, kami melampirkan beberapa dokumen scbergari

berikut :

segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentLl:lr-l
dalam Peraturan Menteri Iieuangan Nomor

1

2.
.>

1+.

q

6.

Kami bersedia
sebagaimana yang

melaksanakan
dimaksud

Demikian kami sampaikan untuk mendapat keputusan.

Hormat kami,

Ste mpe I

Ktrrrtor

t



PETUNJUK PENGISIAN

AKD I(A
DAN ,TAU

No. (1)

No. (2)

No. (3)

No. (a)

No. (5)

No. (6)

No. (7)

No. (8)

No. (9)

No. (10)

No. (11)

No. (12)

No. (13)

No. (1a)

No. (15)

No. (16)

No. (17)

No. (18)

Diisi nomor surat dari perusahaan yang mengajukan permohonan pembebasan
beamasuk dan/atau tidak dipungut pajak Dalam Rangka Impor.
Di isi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dari perusahaa' 

-vangmengajukan permohonan pembebasan beamasuk dan/atau tidak drpungut
Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat
permohonan pembebasan beamasuk dan/atau tidak
Rangka Impor.

permohonan per-rgajuan
dipungut Pajak Dalarm

Diisi nama lengkap Perusahaan yang mengajukan permohonan pembebasan
bea masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Perusahaan yang mer-rgajukan
permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak Dalam R.ngt o Impor.

Diisi alamat lengkap Perusahaan -vang mengajukan permohonan pembebaseir-r
bea masuk.

Diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditanclaszrhkar-r glch
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diisi tanggal, bulan dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) ]'ang telah
ditandasahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diisi nilai barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk dan/atau paiak
Dalam Rangka Impor.

Diisi status barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk dan/atar-r Periak
Dalam Rangka Impor.

Contoh :Sewa / BukanSewa

Diisi pelabuhan pemasukan barang yang dimintakan Pembebasan Bea Masuk
dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi lokasi penggunaan dari barang yang dimintakan Pembebasan Bea Masuk
dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi tujuan penggunaan dari barang yang dimintakan Pembebasan Bea Masuk
dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi Kantor Pabean yang mengawasi pelabuhan pemasukan barang vang
dimintakan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi jenis-jenis dokumen yang dilampirkan sebagai dokumen per-rdukung clari
permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangker Impor.

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan -vang mengatur me ngenal
pembebasan Bea Masukdan f atau Pajak Dalam Rangka Impor vrrng
dimintakan.

Diisi nama pimpinan dari Perusahaan yang mengajukan permohonarn
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Derlam Rangka Impor.

Diisi jabatan pimpinan dari Perusahaan yang mengajukan permohonun
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor.

dengan aslinya,
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUIiAI.

ttd.

AGUNG KUSWANDONOtiM

orat Jenderal
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIIi INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DI RtrKTO RAT FASI LITAS KEPABEANAN

... (1)

BUKTI PENGIRIMAN ISIAN (BPI}

NOMOR : ..... ....(21
TANGGAL:...... ..(3)

permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut
Impor beserta dokumen pendukungnya dengan data scbageti

Telah dikirimkan surat
Pajak Dalam Rangka
berikut:

1. Nama Perusahaan

2. NIK

3. NPWP

4. Alamat

atas surat permohonan dengan
Nomor Surat
Tanggal
Perihal

Keterangan :

. BPI ini hanya sebagai bukti telah merrgajukan permohonan melalui portzrl penggLuraJasa.

. BPI bukan sebagai pernyataan dari DJBC bahrva permohonan telah clrterima secara lcngkap

. Harap BPI ini dilampirkan saat pengajr,rar-r ltctrdcopy berkas perrnohonan.

Tanggal Cetak: .....



No. (1)

No. (2)

No. (3)

No. (a)

No. (5)

No. (6)

No. (7)

No. (8)

No. (9)

No. (10)

No. (11)

PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENGIRIMAN ISIAN TBPII

Diisi waktu yang terdiri tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik
saat Perusahaan hulu minyak dan gas serta panas bumi mengajukan
permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut pajark

Dalam Rangka Impor.

Diisi nomor Bukti Pengiriman Isian (BPI) sebagai bukti bahu'a
Perusahaan telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Bukti Pengiriman Isian
(BPr).

Diisi nama lengkap Perusahaan yang mengajukan permohonarn
pembebasan bea masuk dern/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rerngkar
Impor.

Diisi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Perusahaan yang mengajr-rkan
permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak
Dalam Rangka Impor.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik dari Perusahaan -\'ring
mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tiderk
dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi alamat lengkap Perusahaan yang mengajukan perrnol-rctnan
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangkar
Impor.

Diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak
dipungut Pajak Dalam Rangka Impor yang diajukan.

Diisi tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak
dipungut Pajak Dalam Rangka Impor yang diajukan.

Diisi perihal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak
dipungut Pajak Dalam Rangka Impor yang diajukan.

Diisi waktu yang terdiri tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik
saat Bukti Pengiriman Isian (BPI) dicetak oleh Perusahaan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
dDirektorat Jenderal

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUI{AI.

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
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KEMEhJTERIAN KEUANCAN ITEPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT IENDERAI- BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEAN AN

I]UKTI PEN EITIMAAN PEI{MOI ION AN

I,AMI'IIIAN III
PDI{ATUItnN DIRItli'fUR.JDNDLRA I- Bl.lA Dn N CUK;\l Noi\toli
I'DIt-30/BC/20 I I'iltN'fANG I)t.tNI..R,,\t'AN SlS',fl..Nt ( )'t( )\1ASl
f'n sil_t'l'n s lil.),n Bt.tANAN I)n t.AM IrAN(;tin l,t..NIBt..tJ;\S,\\
llltA MASLIK I)AN/A',fAU 1'll)AIi I)ll)uN(lLll' I),\.1,\li l)..\l.A\1
ItnN(;liA IMI,()li Iil.ll,Al )n l,l..llLlS,AllA/\N IItrt-ti \il\\,..\ti I)..\\
(;AS SI.;II1'A I'N NAS I]U]\{I

LEMBAR 1

Untuk disematkan
pada berkas

.(t)
(2)

PENEI{lMn AN Phl{MOl IONAN

(1) ..
(l)

(7)

2.

J.

4.

5.

Telah diterinra surtrt pernl()h()n(ur frentbt'tras.l11 bL'a nlasuk tlarr/atau titlak rl i1.rtr rrllut I'.ri.rk l),rl,rrrr

Rarrgka Irrrpor beserttr clokurnelr perrdukurrgrrva rlcrrgarr data sctragai trt'rikut:

1. NanraPerus;rh.rtrrr

Keterangan :

o Bukti Perrerinraarr Permohon.rrr irri Lrukarr selragai pt' rnvataiur dari I)JI]C lrahrr',r

pernrohonarr tela h cl iteri rn.r scc;r rtl Icrr gka p.

r Dal;rnr hal masilr dibutr,rhkan pe n.lnlb.lh.rrt clokurnt'rt,

aktrrr tl iinfornrasikirlr nrelaI u i Porta I I'crrgtu rra [.rs.r.

Yang Merryerahkan Dokunrcrr

(8)

Itt'jab,tt ['t'neri rna I )oktr ntt'n

(11) ......

LEN1BAIT 2

Urrtuk Penrohon

NIK

NPWP

Alamat

Nonror Permohorran

Notrtor Agt,nrla

Tarrggal :

BUK'TI

Nclnrrlr Agerrcla
'['arrgg;rl

1. Nanra Perusahaarr

2. NIK

3. NPWP

4. Alamat

5. Nonror Pernrohonan

Telah cliterinra surat pernrohorrrrrr frerntrebas.rn [rt'tr rrr:rsuk tlarr/atau titlak tliprrrrgut l']ajak I)alarrr

Rangka Inrpor beserta clokunrerr;-rerrclukungrrya tlcngarr rlata scbagai lrt'rikut:

Keterangan:
. Bukti Penerinraalr Permohorrtrrr irribuktrn seLragai penr\,.ltaan tlari DJIIC balru..r

permohonan telah cliterima secarir lengkap.

. Dalam hal rnasih clibutuhkarr penarllrahan tlokurncrr, akarr diirriol'rrrasikarr

melalui Portal Perrggurra Jas;.r.

Yarrg Merrl'eralt karr Doku nrert

(8)

. ..........(10).

KEMENTERIAN KEUANCAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL tsEA DAN CUKAI

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

. (e)

NII'.. .(ll)

['cjabat I't'ttt'r'i ttta I )oktt rttt'tt



No. (1)

No. (2)

No. (3)

No. (+)

No. (5)

No. (6)

No. (7)

No. (8)

No. (e)

No. (10)

No. (11)

PETUNIUK PENGTSIAN

BUKTI PENERIMAAN PEBMOHONAN

Diisi nomor ageurla scbagai bukti bahn,a Pejabat Pcnerima Dokuntcrr
telah mene'rima berkas permohonan p)cqllbgbasan bca masuk dan/atau
tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi tanggal, bulan rltrrr tahun cliterbitkanrrva Tarrrla Tcrinra.

Diisi nama lengkap Perusahaan hulu minyak dan gas serta panas bumr
yang menverahkatr berkas l-rcrmohonan pL'r'nbebasan trca nr;rsuk

dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi Nornor Iclerrtitas Kcpabearrarr (NIK) Perusahaan hulu min_r'ak derr-r

gas serta panas bumi vang ruenvcrahkarr bcrkas pcrnrr'rhorrarr

pembebasan bca masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangkar

Impor.

Diisi Nomor Pokok Wajilr Pajak (NPWP) milik Perusahaan hulu minvak

dan gas serta panas bumi Yang menverahkan bcrkas permolrorrtrrr

pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka

Impor.

Diisi alamat lerrgkap Perusahaan hulu minyak dan gas serta panas bumr

yang menverahkarr berkas Frermohorran pembebasarr bca nrasuk

dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi nomor surat permohorran pembelrasarr bea masuk dan/atau tidak

dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi jabatan Orang )-ang mewakili Perusahaan hulu minyak dan gas

serta panas bumi untuk menverahkan berkas permohonarr l-rembcl'rirsarr
bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi nama Orang \/ant rrle\^/akili Perusahaan hulu minyak dan gas sertzl

panas bumi untuk merrverahkarr berkas permoh()nan pcntbcbastrn bc.l

masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi nama lengkap Pcjabat Pcrrcrima Dokumen vang mclle'rin1a bcrkirs

permohonan pembebasarr bea masuk dan/atau tidak dipungut Pa.lak

Dalam Rangka Impor.

Diisi Nomor Incluk Pegan,ai (NlP) Pejatrat Pcnerirna Dokunrcrr vang
menerima berkas pcrmohonarr prcmbcbastrrr bea nrasuk dan/atau tidarl<

dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

i dengan aslinya,
orat Jenderal

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUI{AI.

rtd.

AGUNG KUSWANDONO

l*



I,A]\,II'II{AN IV

I)lil{;\'l'UIiAN t)llil.lK'fLrli.tl:Nl)l:ltAI_ Ill.lA I)r\N CtiNr\l \()\1()l.l
l'l:)ii .)0i liC',,'20 l-1 1 l:N I/\N() I,t.lNI..t{,^1,/\N SIS'l't..\1 ().1.()\j.,\st
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT FASI LITAS KEPABEANAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-1OOO2

TELEPON (021 ) 4890308' FAKSIMILE (021) 4890871: STTUS M.beacukar go.rd

Nomor

Lampiran
Hal

: ...... ....(3)

: Pengembalian Permohonan

Yth.

Menunjuk surat Saudara Nomor .(5)........ tanggal (6)..... . hal
Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka
Impor, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak
Dipungut Pajak Dalanr Rangka Impor berdasarkan atas impor barang sesueri

dengan RIB Nomor ....17). tanggal (8) ........ dengan Marsterlist

KKPS/KKKS Nomor ........(9)...... tanggal (10). . dengan perkiraan nilzii

.(11)........ yang akan digunakan di daerah operasi. (12ir. .. . .

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa :

a. .(13)...

b.

3. Memperhatikan hal tersebut di atas, permohonan Saudara tidak dapat diproscs
lebih lanjut. Selanjutnya, Saudara dapat mengajukan permohonan baru clc'ngar-r

dilampiri data/dokumen/penjelasan sebagaimana dimaksud angka 2.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Fasilitas Kepabeanan
u.b

Kasubdit Fasilitas Pertambanean

('l1)

( l5)

Sl, ,nr rr''l--'- "'r -'
Katrtor

J



PETUNJUK PENGISIAN

No. (1)

No. (2)

No. (3)

No. (a)

No. (5)

No. (6)

No. (7)

No. (8)

No. (9)

No. (10)

No. (11)

No. (12)

No. (13)

No. (1a)

No. (11)

NAN ,TAU
PAJAK DALAM RANGK4, IMPOR

Diisi nomor surat pengembalian permohonan pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengembalian permohonan
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak D:rlam
Rangka Impor.

Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat pengembalian
permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak
Dalam Rangka Impor.

Diisi nama lengkap Perusahaan yang mengajukan permohonan
pembebasan bea masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi nomor surat dari Perusahaan ),ang mengajukan permohonarn
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Darlam
Rangka Impor.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dari Perusahaan
yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/ertatr
tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan
oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diisi tanggal, bulan dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) -r'ang
telah ditandasahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Dar':r

Mineral (ESDM).

Diisi nomor Masterlist KKPS/KKKS yang dimintakan pembebasan Bea
Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun Masterlist KI{PS/KKKS _\,ang
dimintakan pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka
Irnpor.

Diisi nilai barang )'ang dimintakan pembebasan Bea Masuk dan/zrtar-r
Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi lokasi penggunaan dari barang yang dimintakan Pembebasan
Bea, Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi alasan yang jelas atas pengembalian permohonan Pembebasar-t
Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi narna lcngkap Keprala SuLr Direktorat Fasilitas PcrttrmLrtrngarr

selaku pe'rranclatangall surat perrgemtraliarr permtlhorrtrrr Pcmlrct'rasiur
bea masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

Diisi Nomor lrrcluk Pegarvai (NIP) Kcpala Sutr Dircktorat I:asilit.rs

Pertambarrgan selaku pcrrarrclatarrgarr surat perrgenrbtrlitrrr pcrtnrtltottttrt

pe'nbebasan bca masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka

Impor.

Sali
Se

K

ngan aslinya,
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUI{AI.

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

rat Jenderal


